GUBERNUR SULAWESI TENGC.ARA

PERATURAN DAERAH PROVII'SI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PRO VINSI SULAWESI TENGGA'RA NOMOR 3 TAHUN 2CJ8 TENTANG
ORC:ANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Meniribang :

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

. bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan,

transparansi, akuntabilitas serta prinsip
persaingan/kompetensi yang schat dalam proses
pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka diperlukan
suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan
tugas dan fungsi layaian pengadaan baiang/jasa;

. Ltahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk

melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tabhun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Femerintah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Presiden [Nomor 70 Tahun 2012, maka
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
layanan pengadaan perlu diwadahi dalam Biro yang
pembentukannya ‘etap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan;

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf

b, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretaiiat Daerah
Prcvinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara [Nomor 10 Tahun 2012
nerlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu
membentuk  Peraturan Daerah  Provinsi Sulawesi
Tenggara tentang DPerubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisas: dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Seckretariat Dewan Perwalilan Rakyat
Daerah Provirs: Sulawesi Tenggara.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Desar Negara
Repuhlik ludonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tanhun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengranti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nonwor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lemharan Negera Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubalran Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomnor 38 Tahun 2007 tentang

Pemtagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeral, Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah Adua kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3

Tahin 2006 tentang Organisas. dan Tata Kerja
Qekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Raxyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembarar. Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
10 Tahun 2012 (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2012 Nomor 10).



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATUFAN DAERAHK PROVINS] SULAWESI
TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAIX'RAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGAFA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebtagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

(3) Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdir: dari :
1. Biro Administrasi Pemerintal.an;
2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyzarakatar;
3. Birc hulkum;
Biro Adminisirasi Pembangunan;
. Biro Adiministrasi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam;
Biro Layanan Pengadaan,;
Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
Biro Organisasi,
Biro Umum.
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2. Ketentuan Pasal 12 avat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Asisten Perckonomian dan Pembangunan terdiri
atas :
a. Biro Administrasi Pembangunan;
b. Biro Administrasi Perelonomian dan Sumber

Daya Alam;

c. Biro Layanan Pengadaan.

3. Ketentuan Pasal 13 diuhah, sehingga berbunyi sebagai
berilaut :

Pesal 13

(1) Biro Acministrasi Pembangunan terdiri dari :

i

Ragian Program Pembangunan

a. Sub Bagian Perencanaan dan Program
Pembangunan,

b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan
Provinsi Kabupaten/Kota;

c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagien sebagaimana tersebut di atas

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggur.gjawab  kepada Kepsla Bagian

Program Pembangunan.

. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik

a. Sub Bagiar Registrasi dan Verifikasi;

b. Sub Bagian Layanan Pengguna;

c. Sub Bagian Informasi dan Teknologi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masmg-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sut Bagian yang berada di bawah dan
bertanggangjawab  kepada Kepala Bagian
Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan

a. Sub Bagian Pengolahan Data;

b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;

c. Sub Bagian Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin olch seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada  Kepala Bagian
Pengendalian Pembangunar.

4. Bagian Kerjasema Dacrah

1)

a. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;

b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;

c. Sub Bagian Monitoring dan  Evaluasi
Kerjasama.
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Sub Bagian sebagaimana terscbut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian vyang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada  Kepala Bagian
Kerjasama Daerah.

(2) Bagian sebagaimana cdimaksad pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Baglan yang
bertanggung jaweb langsung kepada Kepala 3iro
Administrasi Pembangunan;

(3) Bagan Stiuktur Organisasi Biro Administrasi
Pembangunan tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Daerah ini.

4. Heteatuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1) Biro Layanarn Pengadaan terdiri dari .

1. Bagian Kesekretariatan

a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi
U

b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada Kepala Bagian
Kesekretariatan.

2. Bagian Konstruksi dan Konsultansi
a. Sub Bagian Konstruksi;
b. Sub Bagian Konsultansi.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada  Kepala  Bagian
Konstruksi dan Ko.isultansi.

3. Bagian Parang dan Jasa Lairmya
a. Sub Bagian Barang;
b. Sup Bagian Jasa Lainnya.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertangguingjawab kepada Kepala Bagian Barang
dan Jasa Lainnyva.

4. Bagian Konsultasi Hukum dar Fengembangan
SDM
a. Sub Pagian Konsultasi Hukum dan Sanggah;
b. Sub Bagian Edukasi dan Sertifikasi.
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Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing cipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada Kepala Bagian
Konsultasi Hukum dan Pengembangan SDM.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayet (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
bertanggung jawab langsung kepada Xepala Biro
Layanan Pengadaan;

(3) Bageri  Struktur  Organisasi  Biro Layanan
Pengadaan tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Asisten Admiaistrasi Umum terdiri dari :
a. Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
b. Biro Organisasi;
c. Biro Umum.

Diantara ketentuen Pasal 17 dan Pasai 18 disisipkan 1
(satu) pasal yaitu Pasal 17 A yang berbunyi sebcgai
berikut :

Pasal 17 A

(1) Biro Humas dan Pengo'ahan Data Elektronik terdiri

dari :

1. Bagian Humas;
a. Sub Bagian Informasi;
b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
c. Sub Bagian Tata Usaha.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada Kepala Pagian
Huras.

2. Bagian Sandi dan Telekomunikasi:
a. Sub Bagian Sandi,
b. Sub Eagian Telekomunikasi.
Sub Bagian sebagaimana terscbut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sandi
dan Telekomunikasi.

3. Bagian Data Elektronik.
a. Sub Bagian Pengolahan Data;
b. Sub Bagian Perigembangan Sistem Informasi,
c. Sub Bagian Pemecliharaan.
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Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kcpala
. Sub  Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Data
Elektronik.

(2) Bagian sebagaiimana dimaksud pada ayar (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian vyang
bertanggurg jawab langsung kepada Kepala Biro
Humas dan Pengolahan Data Elektronik:

(3) Bagan Struktur Organisasi Biro Humas dan
Pengolahan Data Elektronik tercantum daiam
Lampiran 1l Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 26

(1) Susunan Orgerusasi Sekretariat DPRD terdiri atas -
1. Sekretariat;
2. Bagian Urnim;
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian:

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing rasing dipimpin olch seorang Kepala
Sub Bagian vyang berada di bawah dan
bertanggungiaweb  kepada  Kepala  Bagian
Umumi.

3. Bagien Persidangan, Humas dan Protokol;

a. Sub Ragian Rapat-Rapat, Protokol dan
Risalah;

b. Sub Ragian Alat Kelengkapan Dewan dan
Tenaga Ahli;

¢. Sub Bagian Humas dan Aspirasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada  Kepala  Bagian
Persidangan, Humas dan Protokol.

4. Bagian Legislasi, Hukum dan Pengkajian;

a. Sub Bagian Hukum dan Legislasi;

b. Sub Bagian Pengkajian Data dan Informasi;

c. Sub Bagian Perpustakaan, Publikasi dan
Dokumentasi.

Sub Bagian sebagaimana terscbut di  atas

masing-masing dipimpin oleh scorang Kepala

* Sub  Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab  kepada Kepalao DBagilan
Legislasi, Hukum aan Pengkajian,
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5. Bagian Keuangan dan Perencanaan.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Arggaran;
b. Sub Bagian Pembiayaan,;
c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungiawab  kepada  Kepaia  Bagian

- Keuangan dan Perencanaan.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipirapin olesh seorang Kepala Bagian yang
bertanggung jawab langsung kepada Seckretaris
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,

(3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara scbagaimana tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini denigan

penempatannya dalam Lembaran Daerah  Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di  Kendari
Pada tanggal 13 - 1 - 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

rTh

NUR ALAM

D undangkan di Kendari
Pidatanggal 13 - 1 - 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

TID

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENC (GGARA
TAHUN 2014 NOMOR : 1



LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA
NOMCR o1 TAHUN 2014
TANGGAL : 13 - 1 - 2014

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWFESI TENGGARA

KEPALA
BIRO
BAGIAN BAGIAN BAGIAN —_—"
PROGRAM LAYANAN PENGADAAN PENGENDALIAN e
PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK PEMBANGUNAN A
] 7 ] I
SU3 BAGIAN T \
s | || ecasmaasioan | || [ Sumssean |l SR
DAN PROGRAM ERIEOGE] PENGOLAHAN DATA Bl iy S
PEMBANGUNAN | :
SUB BAGIAN ) _ _
B 1AN UB BAGIAN
ADMINISTRASI SUB BAGIAN UEBAGn SUEBAG
PEMBANGUNAN 1 Lavanan: encauna | || MONITORINGDAN | 7 KERJASAMA
VA
POVINSI EVALUASI LUAR NEGERI
SUBB
TATA USAHA INFORMAS| TEKNCLOGI PELAPORAN Boicsliculicn oo

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

1TD

NUR ALAM




LAMPIRAN 11

: PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TANGGAL 13 - 1 - 2014
BAGAN
STRUKTUR OKGANISASI
BIRO LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA
BIRO
BAGIAN
1]
BAGIAN BAGIAN BAGIAN ' KONSULTASI HUK UM
KESEKRETARIATAN EUSRLRG] RAN BARANG DN DAN PENGEMBANGAN
KONSULTANSI JASA LAINNYA
DM
|
] P PRp—— —
1 |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
H  PERENCANAAN DAN - ig‘:\lgfﬂﬁg — 5 UBBAiigEN KONSULTAS!I HUKUM
ADMINISTRASI UMUM ' DAN SANGGAH
| I
SUB BAGIAN
i BU> BAGHAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN | ,
i | KONSULTANSI 7 JASA LAINNYA RRUEASETHN
PE APORAN ¥ SERTIFIKASI

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM



LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 13 - 1 - 2014

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUMAS DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
BTRO
==
|
]
| i |
BAGIAN ) :r\?DG!BI:N BAGIAN
o \
HUMAS DATA ELEKTRONI,
TELEKOMUNIKAS| ONIS
7 7 —— |
. $UB BAGIAN | SUB BAGIAN _] F SUB BAGIAN
NFORMASI SANDI PENGOLAHAN DATA
| 3
" i
<UB BAGIAN SUB BAGIAN
H  PUBLIKAS! DAN g R ertel PENGEMBANGAN
D OKUMENTASI & : SISTEM INFORMAGSI
J
i < UB BAGIAN i SUB BAGIAN
7ATA USAHA PEMELIHARAAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM




LAMPIRAD!

v
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA
1 TAHUN 2014
I3 . p

2014

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DOKUMENTASI

SEKRETARIAT
DPRD
| —
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIGNAL
!
J g -
—_— BAGIAN BAGIAN BAGIAN
frr PERSIDANGAN, HUMAS LEGISLASI, HUKUM KEUANGAN DAN
DAN PROTOKOL DAN PENGKAJIAN PERENCANAAN
E—— E— ——— s
SUB BAGIAN l
BB
SRR IAGAl | RAPAT-RAPAT, SUB BAGIAN S
gL g PROTOKOL DAN WUk DanLEGisLas)| [] PERENEANAANDAN
KEPEGAWAIAN : : ANGGARAN
RISALAH
SUB BAGIAN
i SUB BAGIAN | AlATKeLENGKAPAN | | ] PE;gs Aﬁ 1:‘3‘?)% . | SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA DEWAN DAN TENAGA st oy PENIBIAYAAN
l AHLI J
| suBBAGIAN B
SUB B
| SLB BAGIAN L SUC BAGIAN | PERPUSTAKAAN, [ a——
FRARNSRAFAN HUMAS DAN ASPIRAS! PUBLIKASI DAN MERIFIERGLDAN
DAN ASET PELAPORAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM



